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PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

ABSTRAK: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
disebutkan bahwa Bupati/Walikota menetapkan besaran Penghasilan
Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dan
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 PeraturanPemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Kepala Desa dan
Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah,
yang bersumber dari APBDesa dan sumber lainnya yang besarannya
ditetapkan dengan Peraturan Bupati, Untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
disebutkan bahwa pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa
mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan
fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU
No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP
No. 12 Tahun 2019 ; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 1 Tahun
2016; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Perda No. 1 Tahun 2015; Perda
No. 2 Tahun 2015; Perda No. 4 Tahun 2015; Perbup No. 38 Tahun 2018.

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penghasilan Tetap Kepala
Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dengan sistematika sebagai
berikut Ketentuan 1. Ketentuan Umum, 2. Ruang Lingkup, 3. Penghasilan
Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, 4. Tunjangan Kepala Desa dan
Perangkat Desa, 5. Tunjangan Kinerja Pimpinan dan Anggota BPD, 6.
Penghentian Sementara Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat
Desa, 7. Pemberian Penghargaan Purna Tugas/Meninggal dunia Kepada
Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD, 8. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 31 Oktober
2019



